Menimbang

Mengingat

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 5561 /Kep.573-Yanbangsos /2020

TENTANG

UPAH MINIMUM SEKTORAL KOTA BEKASI TAHUN 2020

GUBERNUR JAWA BARAT,

bahwa Upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi
Jawa Barat Tahun 2020 telah ditetapkan berdasarkan
Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.983-
Yanbangsos/2019;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) huruf b dan
ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan, ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang
Pengupahan, dan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2)
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2018
tentang Upah  Minimum, Upah Minimum  Sektoral
Kabupaten/Kota dapat ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan
hasil kesepakatan asosiasi pengusaha pada sektor dengan
serikat pekerja/serikat buruh pada sektor yang bersangkutan,
serta mendapat saran dan pertimbangan mengenai sektor
unggulan dari Dewan Pengupahan Provinsi atau Dewan
Pengupahan Kabupaten/Kota sesuai dengan tugas dan
kewenangannya,;

bahwa berdasarkan hasil pembahasan, pemeriksaan dan
kajian Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat yang termuat
dalam Surat Rekomendasi Nomor 561/37/1X/Depeprov,
tanggal 28 September 2020, telah direkomendasikan Upah
Minimum Sektoral Kota Bekasi Tahun 2020;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf ¢, perlu menetapkan
Keputusan Gubernur tentang Upah Minimum Sektoral Kota
Bekasi Tahun 2020;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia
tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun
1950 tentang Pemerintahan Djakarta Raya (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan
Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
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Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4279);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang
Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5747);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan
Pengupahan;

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2018
tentang Upah Minimum (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 1549);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2014
tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 6 Seri E, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 166),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi
Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2014
tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 16 Seri E, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 192);

Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.135-
Bangsos/2018 tentang Dewan Pengupahan Provinsi Jawa
Barat Masa Bhakti Tahun 2018-2021, sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Gubernur
Jawa Barat Nomor 561/Kep.910-Yanbangsos/2019
tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Gubernur
Jawa Barat Nomor 561/Kep.135-Bangsos/2018 tentang
Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat Masa Bhakti Tahun
2018-2021;

Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.983-
Yanbangsos/2018 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di
Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020;



Memperhatikan

Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

1. Kesepakatan Dewan Pengupahan Kota Bekasi Nomor 560/04-
Depeko.2020 tanggal 21 Januari 2020 tentang Sektor
Unggulan Tahun 2020;

2. Surat Rekomendasi Wali Kota Bekasi Nomor
561/3579 /Disnaker, tanggal 28 Juni 2020 tentang Jawaban
Koreksi Rekomendasi Upah Minimum Sektoral Kota (UMSK)
Bekasi tahun 2020;

3. Berita Acara Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat tanggal
28 September 2020 tentang Rekomendasi Penetapan Upah
Minimum Sektoral Kota Bekasi Tahun 2020;

4. Surat Ketua Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat Nomor
561/37/1X/Depeprov, tanggal 28 September 2020, hal

Rekomendasi Upah Minimum Sektoral Kota (UMSK) Bekasi
Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

: Upah Minimum Sektoral Kota Bekasi Tahun 2020 sebagaimana

tercantum dalam Lampiran, sebagai bagian yang tidak
terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

: Upah Minimum Sektoral Kota Bekasi Tahun 2020 sebagaimana

dimaksud pada Diktum KESATU, tidak boleh lebih rendah dari
Upah Minimum Kota Bekasi Tahun 2020.

: Upah Minimum Sektoral Kota Bekasi Tahun 2020 sebagaimana

dimaksud pada Diktum KESATU, hanya berlaku bagi perusahaan-
perusahaan yang bersepakat dengan serikat pekerja/serikat
buruh pada sektor yang bersangkutan.

: Upah Minimum Sektoral Kota Bekasi Tahun 2020 sebagaimana

dimaksud pada  Diktum  KESATU dibayarkan sejak
diberlakukannya kesepakatan sebagaimana dimaksud pada
Diktum KETIGA.

: Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan Upah Minimum

Sektoral Kota Bekasi Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada
Diktum KESATU, dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat bersama
dengan Wali Kota Bekasi sesuai dengan kewenangannya,
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

: Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 29 September 2020




LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 561/Kep.573-Yanbangsos/2020
TANGGAL : 29 September 2020
TENTANG : yPAH MINIMUM SEKTORAL KOTA

BEKASI TAHUN 2020.

BESARAN UPAH MINIMUM SEKTORAL

UPAH MINIMUM
NO. SEKTORAL I?P%I JENIS SEKTOR BE(?:;R)AN
(UMS)
1. |Industri Minyak 15144 | Industri Minyak Goreng 5.190.910,06
Goreng dari
Minyak Kelapa
Sawit
2. | Industri 15332 | Industri Konsentrat Pakan 4.964.818,62
Konsentrat Pakan Ternak (Jumlah Pekerja di Atas
Ternak 500 Orang)
3. |Industri Rotidan | 15410 |Industri Roti dan Sejenisnya 4.964.818,62
Sejenisnya (Jumlah Pekerja di Atas 500
Orang)
4. | Industri 15440 | Industri Makaroni, Mie, 4.997.457,35
Makaroni, Mie, Spagheti, Bihun, So'un dan
Spagheti, Bihun, Sejenisnya (Usaha Besar
So’un dan Bukan UMKM)
Sejenisnya
5. | Industri 15541 | Industri Minuman Ringan (Soft 4.997.457,35.
Minuman Ringan Drink) (Perusahaan
(Soft Drink) Multinasional/ PMA)
6. |Industri Air 15542 | Industri Air Minum dalam 4.964.818,62
Minum dalam Kemasan (Perusahaan
Kemasan Multinasional /PMA)
7. | Industri Moulding | 20220 | Industri Moulding dan 4,997 .457,35
dan Komponen Komponen Bahan Bangunan
Bahan Bangunan
8. | Industri Barang 20299 |Industri Barang dari Kayu, 4.997.457,35
dari Kayu, Rotan, Rotan, Gabus yang Tidak
Gabus yang Diklasifikasikan di Tempat Lain
Tidak
Diklasifikasikan
di Tempat Lain
9. | Industri Bubur 21011 | Industri Bubur Kertas (Pulp) 5.095.924,75
Kertas (Pulp)
10. | Industri Kimia 24112 | Industri Kimia Dasar 5.225.035,37
Dasar Anorganik Anorganik Gas Industri
Gas Industri
11. | Industri Kimia 24113 | Industri Kimia Dasar 5.225.035,37
Dasar Anorganik Anorganik Pigmen
Pigmen




UPAH MINIMUM

NO. SEKTORAL I?];;I JENIS SEKTOR BESQ)R)AN
(UMS)

12. | Industri Kimia 24115 | Industri Kimia Dasar Organik 5.225.035,37
Dasar Organik yang Bersumber dari Hasil
yang Bersumber Pertanian
dari Hasil
Pertanian

13. | Industri Kimia 24116 | Industri Kimia Dasar Organik, 5.225.035,37
Dasar Organik, Bahan Baku Zat Warna dan
Bahan Baku Zat Pigmen
Warna dan
Pigmen

14. | Industri Zat 24213 | Industri Zat Pengatur Tumbuh 5.225.035,37
Pengatur :
Tumbuh

15. | Industri Cat, 2422 |Industri Cat, Pernis dan Lak 5.225.035,37
Pernis dan Lak (termasuk di dalamnya KBLI

24221, 24222, 24223)

16. | Industri Sabun 2424 |Industri Sabun dan Bahan 5.225.035,37
dan Bahan Pembersih Keperluan Rumah
Pembersih Tangga, Kosmetik dan
Keperluan Sejenisnya (termasuk di
Rumah Tangga, dalamnya KBLI 24241, 24242)
Kosmetik dan Skala Besar
Sejenisnya

17. | Industri Minyak | 24294 | Industri Minyak Atsiri 5.225.035,37
Atsiri

18. | Industri Bahan 24299 | Industri Bahan Kimia dan 5.225.035,37
Kimia dan Barang Kimia Lainnya
Barang Kimia :
Lainnya

19. | Industri Ban 25111 |Industri Ban Luar dan Ban 5.225.035,37
Luar dan Ban Dalam
Dalam

20. | Industri Pipa dan | 25201 | Industri Pipa dan Selang dari 5.190.910,06
Selang dari Plastik
Plastik

21. | Industri Barang 25202 | Industri Barang Plastik 5.190.910,06
Plastik Lembaran Lembaran

22. | Industri Barang- | 25206 | Industri Barang-Barang dan 5.190.910,06
barang dan Peralatan Teknik/Industri dari
Peralatan Plastik
Teknik/Industri
dari Plastik

23. | Industri Logam 2728 | Logam 5.190.910,06

Dasar, Industri
Barang dari
Logam, kecuali
Mesin dan
Peralatannya




UPAH MINIMUM

NO. | SEKTORAL Kl\;s%l JENIS SEKTOR BE?QARAN
(UMS) (Rp.)

24. | Industri Alat 2915 |Industri Alat Pengangkat dan 5.214.941,77
Pengangkat dan Alat Pemindahan
Alat Pemindah

25. | Industri 29302 | Industri  Peralatan Rumah 4.964.818,62
Peralatan Rumah Tangga dengan Menggunakan
Tangga dengan Arus Listrik
Menggunakan
Arus Listrik

26. | Industri Kabel 31300 | Industri Kabel Listrik dan 4.964.818,62
Listrik dan Telepon
Telepon

27. | Industri Radio, 32300 | Industri Radio, Televisi, Alat- 4.997.457,35
Televisi, Alat-alat Alat Perekam Suara dan
Rekaman Suara Gambar dan Sejenisnya
dan Gambar dan
Sejenisnya

28. | Industri 34100 | Industri Kendaraan Bermotor 5.214.941,77
Kendaraan Roda Empat atau Lebih
Bermotor Roda
Empat atau Lebih

29. | Industri Karoseri | 34200 | Industri Karoseri Kendaraan 5.225.035,37
Kendaraan Bermotor Roda Empat atau
Bermotor Roda Lebih
Empat atau Lebih

30. | Industri 34300 | Industri Komponen Kendaraan 5.190.910,06
Perlengkapan dan Bermotor Roda Empat atau
Komponen Lebih
Kendaraan
Bermotor Roda
Empat atau Lebih

31. | Bank Umum 6512 |Bank Umum (termasuk di 4.997.457,35

dalamnya KBLI 65121, 65122,
65123)




